
PERATURAN DAERAH PROVINSI  SUMATERA UTARA 

        NOMOR  3   TAHUN 2007 

TENTANG 

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA UTARA, 

Menimbang  : a. bahwa dengan berlakunya  Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka 

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara 

Nomor 16 Tahun 1998 yang telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 7 

Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan, 

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini 

baik ditinjau dari perkembangan perekonomian maupun dari 

dasar hukum penetapan;  

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan potensi 

bidang kelautan dan perikanan serta pengembangan produksi 

usaha nelayan perlu menyediakan fasilitas Tempat Pelelangan 

Ikan sebagai jasa pelayanan masyarakat; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 

a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi 

Sumatera Utara tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.  

Mengingat    : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan 

Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 1103) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

 2. Undang-undang ......  
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2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209) ; 

3. Undang  - undang   Nomor  5   Tahun  1983   tentang  Zona 

Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3260); 

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ; 

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4048) ; 

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4389); 

7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433); 

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) ; 

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4438);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3258) ; 

11. Peraturan ……….. 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha 

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai 

Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor  4139) ; 

14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2001 

tentang Dinas – Dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara 

(Lembaran Daerah  Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 3) ; 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  SUMATERA UTARA 

dan 

GUBERNUR SUMATERA UTARA 

M E M U T U S K A N  : 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT 

PELELANGAN  IKAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara. 

4. Bupati/Walikota adalah Bupati/ Walikota Kabupaten/Kota yang 

Daerahnya mempunyai pantai/laut atau yang berpotensi 

perikanan laut. 

5. Dinas .......... 
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5. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera 

Utara. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Sumatera Utara. 

7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di 

bidang Retribusi Daerah yang sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang 

tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 

Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 

persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau 

organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk 

usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya . 

9. Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan laut 

lainnya. 

10. Pelelangan Ikan adalah proses penjualan ikan di tempat 

pelelangan ikan dengan cara penawaran bebas dan meningkat 

dan atau kesepakatan penjual dan pembeli dan atau sesuai 

dengan harga dasar yang ditetapkan. 

11. Tempat Pelelangan Ikan selanjutnya dapat disingkat TPI adalah 

berupa bangunan Pemerintah Daerah yang dipergunakan sebagai 

tempat pendaratan kapal dan atau transaksi jual beli ikan yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.  

12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 

dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada 

dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

13. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan selanjutnya dapat disebut 

Retribusi adalah sebagai jasa diselenggarakannya pelelangan 

ikan dan atau transaksi jual beli ikan di Tempat Pelelangan Ikan. 

 

14. Penyelenggaraan .......... 
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14. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk 

melaksanakan pelelangan ikan atau transaksi jual beli ikan di TPI 

mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan 

pembayaran. 

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk 

melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau 

pemotong Retribusi tertentu. 

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat  

SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan 

besarnya pokok Retribusi. 

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat STRD 

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi 

administrasi berupa bunga dan/atau denda. 

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar selanjutnya 

dapat disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan Retribusi yang 

menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah kredit Retribusi, 

jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi 

administasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. 

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan 

selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan 

Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang 

telah ditetapkan. 

20. Kas Daerah adalah Kas Provinsi  Sumatera  Utara. 

21. Bendaharawan Khusus Penerimaan adalah bendaharawan khusus 

penerima pada kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi 

Sumatera Utara. 

22. KUD Mina/Koperasi Perikanan adalah Koperasi primer perikanan. 

23. Nelayan adalah orang atau mereka yang mata pencariannya 

menangkap ikan di laut. 

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 

mengumpulkan, mengolah data  dan/atau keterangan lainnya 

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan 

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah. 

25. Penyidikan ………. 
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